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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1.  Kesimpulan 
 Penelitian ini dilakukan untuk menguji Pengaruh Rasio Kinerja Keuangan 
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Dari hasil analisis 
data, pengujian hipotesis, dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Derajad desentralisasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Banyuwangi tahun periode 2004-2011. 
2. Ketergantungan keuangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun periode 2004-2011.  
3. Rasio kemandirian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten 
Banyuwangi tahun periode 2004-2011.  
4. Rasio efektivitas berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten 
Banyuwangi tahun periode 2004-2011. 
5.2.  Keterbatasan penelitian 
 Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang diharapkan dapat 
memberikan arahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian 
dengan topik serupa. Keterbatas-keterbatas dalam penelitian ini antara lain: 
1.  Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sehingga 
hasil penelitian ini masih kurang maksimal pada pertumbuhan ekonomi 
daerah kota lainnya. 
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2. Penelitian ini masih menggunakan variabel derajat desentralisasi, 
ketergantungan keuangan, rasio kemandirian dan rasio efektivitas 
diharapkan penelitian selanjutnya melakukan penambahan variabel sehingga 
nantinya dapat mengukur secara komprehensif terhadap pertumbuhan 
ekonomi. 
5.3. Saran 
 Berdasarkan hasil pembahasan, maka saran yang dapat disampaikan 
adalah sebagai berikut: 
1. Pemerintah Kota Banyuwangi harus mengurangi ketergantungan kepada 
pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan 
yang ada atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk 
mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh pemerintah 
pusat atau propinsi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. 
2. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu lebih berusaha lagi untuk dapat 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian potensi-
potensi daerah dan pengembangan potensi daerah baik dengan melakukan 
intensifikasi maupun ekstensifikasi. 
3. Pemerintah seharusnya dapat meningkatkan investasi dengan memberikan 
intensif bagi investor yang akan menginvestasikan modalnya di Kabupaten 
Banyuwangi seperti dengan memberikan keamanan dalam berinvestasi, 
bunga yang tinggi dan lain sebagainya 
4. Pemerintah daerah seharusnya melakukan evaluasi pemanfaatan potensi 
daerah baik berupa komoditas unggulan, pajak, retribusi, sumberdaya yang 
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dimiliki dan sebagainya agar pemanfaatanya optimal sebagai sumber 
pendapatan daerah. Eavaluasi digunakan untuk melakukan peningkatan 
kualitas dari potensi yang dimiliki serta sebagai pengontrol terhadap 
pemanfaatannya. 
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